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PERATURAN DAERAH KABTIPATEN BUOL

NOMOR 02 TAHIIN 2OO9

TENTANG

PEI\IETAPAI\I KOTA TERPADU MANDIRI GffM)
AIR TERANG I(ABUPATEN BUOL

DENGAI{ RAHMAT TTJHAN YAI\IG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pernbangruran dan pengembangan

Kota Terpadu lvlandiri pada areal kawasan Transmigrasi datr pemukiman

penduduk dalam menciptakan senta-sentra agribisnis dan agroindusti yang

mampu menarik investasi swasta, sebagai penggeruk perekonomian para

transmigran dan penduduk sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan barq

sekaligus unftk membuka kesempatan kerja dan peluang usah4

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hunrf a di atas,

maka perlu membentuk Peraturan Daeratr Tentang Kota Terpadu Mandiri

KTM) Air Terang Kabupaten Buol.

Undang-rurdang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3682);

Undang-undang Nomor 28 Tatrun 1999 tentmg penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambatran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 385 I );

undang-undang Nomor 4l rahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 1999 Nomor 167, Tambatran Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 19 Tahrm 20M tentang penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undrng Nomor I Tatrun 2004 tentang

Perubahan atas undang-undang Nomor 4l Tatrun 1999 tentang Kehutanan

Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indsonesia Tatrun 2004

Nomor 86, Tarnbatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aan);
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4. Undang-undang Nomor 5l Tahrm 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Buol, Kabupaten Morowati dau lGbupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana tekh diubah dengan

Undang-Undang Nomor I I Tatrun 2000 tentang Perubatran Atas Undang-

Undang Nomot 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,

Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3966);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tenung Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor a389);

6. Undang-+rndang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tatun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 441 l);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuaugan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daeratr (Lembaran Negara RI Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNe5ara, RI Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 20M tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuu 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telatr

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tatun 2004

tentatrg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

10. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (rmbaran Negara Republik Indonesia Tahuu 1997 Nomor

96, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tetrtang Penyelenggaraan

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4,

Tambatran Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 3800);



13. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahxr 1999 tentang Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAI) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 3833);

14' Perafuran Pemerintah Nomor 58 Tatrun 2005 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor r40.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57g);

15. Pemtuan Pemerintah Nomor 6 Tatrun 2007 teutatrg Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta pemanfaatan Hutan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenmg pembagian urusan

Pemerintahan antara Pemerinta" Pemerintahan Daeratr Propinsi dan

Pemerintahan Daerah / Koa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahqn

2007 Nomor 82, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

17. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ( RP.IM ) Kabupaten Buol Tahun 2007 -2A12.

Dengan Persefujuan Bersama

DEWAII PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH I(ABUPATEN BUOL

dan

B{JPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUoL TENTANG KOTA
TERPADU MAI\IDIRI GCTM) AIR TERANG KABI]PATEN BUOL.

BAB I
KETET{TUAIY T]MUM

Pasal I

Dalam Pe,raturan Daerah ioi yang dimaksud dengan :

l. Daeralr adalah Daerah Kabupaten Buol.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daeratr.

5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Unrsan Pemerintahan Daerah Otonom oleh

Pemerintah Daeratr dan DPRD menurut azas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip



Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah.

7. Perangkat Daemh adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerall l,ernbaga Teknis

Daeral! Kecamatan dan Kelurahan.

8. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur - unsur satuan kerja perangkat Daerah

terkait yatrg mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayaran p€rizimo-

9. Wilayah Pengembangan Transmigmsi, yang selanjutnya dapat disingkat WPT adalah wilayah

potensi yaug diteupkau sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudlcan

pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan

Krbupaten/Kota.

10. Kota adalah suatu kawasan pusat kegiatan masyarakat yang terdiri dari pemukiman,

perdagangaq perkantorarl industry, pendidika4 pelayanan umum dan satana ua$portosi serta

untuk menyatukan visi tentang kawasan tansmigrasi yang akan dibangun dan dikembongkan,

memenuhi ftngsi-fungsi perkotaan sehhgga Fogram Ea[smigrasi kedepau diharapkan secara

psikologis mempunyai mempunyai dampak positif untuk menarik minat kaum muda

transmigrasi, sekaligus mengurangi terjadinya perpindahan penduduk yang terarah ke kota-kots

besar (rnbanisasi) serta sebagai kota penyangga dalam konteks pembangunan perwilayahan.

11. Kota Terpadu Mandiri, yang selanjutnya dapat disingkat KTM adalah Kota dimana pelayanan

kebutuhan warga fiansmigrasi tersedia di kota tersebut mempunyai sarana dan prasarana yang

lengkap dan secara ekonomi mampu memenuhi kebuhrhan operasional sendiri dimana

pengembangan kota tersebut berdasarkan kegiatan produksinya serta bermanfaat bagi Desa{esa

sekitamya.

BAB II
PEMBENTUKAI\{. TUJUAIY DAI\ SASARAN

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kota Tepadu Mandiri (KTM) Air Terang Kabupaten Buol.

Tujuan

Pasal 3

Pembangunan dan pengembangan KTM Air Terang bertujuan untuk:

a" Mcngoptimalkan potcnsi sumber daya alam;

b. Mempercepat tumbuhnya pusat perhrmb',han baru (daerah cepat tumbuh);

c. Membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;



d. Menaxik minat investor;

e. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nusyarakat tansmigrasi dan desa sekitarnya; dan

f. Sebagai pusat Agrobisnis, Agroindustri dan Agrowisata.

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pembangunan KTM Ait Terang sebagai berikut:

a, Peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;

b. Peninglcatan jaringan infrastruktur;

c. Peningkatan investasi budidaya dan indusfri pertanian, jasa s€rta perdagangan;

d. Perluasan kesempatan keda;

e. Peninglcatan pelayanan sosial;

t. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan

g. Peningkaun pendapaun para Transmigrasi dan penduduk sekitar.

Pasal 5

Sasaran pembangunan dan Pengembangan KTM Air Terang dikawasan Transmigrasi dilaksanakan

dengan mengacu teori pengembangan Wilayah melalui Pembangunan Wilayah Pengembangan

fransmigrasi (WPT) meliputi :

a Kawasan yang sudatr dilaksanakan pembangunan Transmigrasi terdiri dari Pemukiman

Transmigrasi yang sudah diserahkau kepada Pemerintah Daerah (PTD) dan pemukiman

Transmigrasi yang ada dan masih dibina oleh Departemen Tenaga Kerja dan (PTA)

Transmigrasi;

b. Kawasan potensial yang sedang dibangun Pemukiman Transmigrasi Batu (PTB) ;

c. Kawasan potensial yang dapat dikembaugkan untuk calon pemukiman tausmigrasi @TC); dan

d. Kawasan Desa sekitar (DS).

Pasal 6

(1) Dataur Penetapan, Pelaksanaan dan pengembangan KTM Air Terang didasarkan pada Rencana

Induk (MasrrPlan).

(2) Rencana Induk (Master Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam lampiran

dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dengan Peratran Daerah ini.

BAB III
LOI(ASI/WIAYAII KTM AIR TERANG

Pesal 7

(1) Untuk Inkasi/wilayah Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTl"! Air Terang Kabupaten Buol
- 

terletak di wilayah :

l. Kecamaun Tiloan, terdiri dari desa : Desa Boilan, Desa Kokobuk4 Desa Air Temng, Desa

Panilan Jay4 Desa JatMulyq Desa Lomuli, Desa Balau" Desa Maniala dan Desa Monggonit



2. Kecarnatan Momunu terdiri dari Desa : Desa Momunu, Desa Pinamula, Desa Pujimuly4

Desa Taluan, Desa Potugu, Desa Panimbul, Desa Tougoq Desa Lamadong II, Desa

Pemayagon, Desa Guamonial, Desa Lamadong I, Desa Pajeko, Desa Waka! Desa Suraya dan

DesaMangubi

3. Kecamatan Bukal terdiri dari Desa : Desa Biau, Desa Bmgkudq Desa Rantemaranrl Desa

winangu4 Desa Modo I, Des Unone, Desa mopu" Desa Diat, Desa Porf,ngoan, Desa Binuaug,

Desa Yugut dan Desa Mooyong

4. Kecamaun Bokat terdiri dari Desa : Desa Tayadun, Desa Poongan, Desa Bongo, Desa

Doular! Desa Kantanan, Desa Kodolagon, Desa Negeri Lama" Desa Bokat IV, Desa Butukan,

Deso Bokat, Desa Tikopo, Desa Bukamog, Desa Tang, Desa Dlamayo dan Desa laugudon.

(2) Inkasi Perencanaar\ Pengembangan dan Pembangunan KTM AirTerang terletak di Wilayah :

1. Kecamaun Lakea terdiri dari : Desa Tuinau Desa Buka$. Desa Lakea II. Desa Lakea I dan

Lakuan Buol.

2. Kecamatan Karamat terdiri dari : Desa Mokupo, Desa Mendaaq Desa Barug4 Desa Monano,

Desa Busak I, Desa Busak II, dan Desa Lamakan.

3. Kecamatan Biau terdiri : Kelurahan Buol, Kelurahan Kali, Kelurahan Leok II, Kelurahan

Leok I, Kelurahan Kumaligon, Kelurahan Kulango dan Kelurahan Kampung Bugis.

4. Kecamatan Bunobogu terdiri dari : Desa Lonq Desa Tamiq Desa Botugohg Desa Bunobogu,

Desa Konamukan, Desa Ponipingan, Desa Inalatan den Dem Domag Mekar.

5. Kecamatan Gadung terdiri dari : Desa Lokodidi, Desa Matiraru Desa Taat, Desa Lokodoka,

Desa Labuton, Desa Bulagidrm, Desa Diapati, Desa Nandq Desa Lipubogu dan Desa

Bulagidun Tanjung.

6. Kecamatan Paleleh Barat terdiri dari : Desa Bodi, Desa Tayokan, Desa Harmoni, Desa

Luguto, Desa Timbulo& Desa Oyak dan Desa Hulubalang.

7. Kecamatan Paleleh terdiri dari : Desa Umq Desa Molangato, Desa Lilito, Desa Talaki, Desa

B6turat4 Desa Kwalabesar, Desa Tolau, Desa Paleleb Desa Lintidq Desa pionoto, Desa

Dopalak dan Desa Dutuno.

(3) Luas wilayah Kota Terpadu Mandiri (KTM) Air Terang Kabupaten Buol tertuang dalem

Rencana lnduk ( Master Plan ).

BAB W
PEI{YEDIAAN TANAH

Pssal 8

Tanah yang termasuk dalam kawasan Pembangunan dan pengembangan KTM Air Terang berasal

dari:

a- Tanah Nega$ bebas;

b. Tanah berasal dari Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi; dan

c. Tanah Penduduk setempat.
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BAB V

STRI]KTT'R KAWASAI\I

Pasal 9

Struktrrr peretrcanaan, Pembangunan dan Pengembangan KTM Air Terang dikelompokan dalam

beberapa zona yaitu:

a. Perumahan/Permukirnan

b. Sarana Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum dan Fasos)

c. Prasamna Jalan

d. Rekreasi dan RTH

e. Pemerintahan Perdagangan dan Pelayanan Jasa-jasa

f, Bisnis

g. Industi danPergudangan

h. Pusat Peranian dan Perkebunan

BAB VI
KEBUIUHAN FASILITAS DAN LAHAN

PADA PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN I(TM AIRTERANG

Pasal 10

(1) Kebuhrhan fasilitas pada pusat Kota KTM dan Desadesa sekitarnya, untuk fimgsi pelayanan

seb,agai berikut:

1. Perumahan;

2. Pendidikan;

3. Kesehatan;

4. Peribadaun;

5. Pelayanan Umum;

6. Jaringan transportasi, Komunikasi dafl informasi; dan

7. Olahraga dan ruang terbuka hijau.

(2) Alokasi Penggunaan Latran pada Pusat Kota KTM dan Desadesa sekitarnya, unhrk kawasan

sebagai berikut:

a- Pusat Kegiaan Pemerintahan dan Perkantoran;

b. Pusat Pengembangan Kegaitan Agribisnis;

c. Pusat Pengembangan Kegiatan Agroindustri; dan

d. Pusat Pengembangan Kegiatan Pergudangan dan Jasa.
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BAB YII

PBNGELOLAAI\I

Pasal 11

(l) Dalam pengembangan KTM Air Terang dibentuk Kelompok Kerja dan Pelaksana Kabupaten

Buol.

(2) peUgembangan Kelompok Kerja dan Pelaksana KTM Air Teraug sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kelompok Kerja

Pemerintah Propinsi, dan Kelompok Kefa Pemerintah Pusat.

(3) Struktur bagan Kelompok Kerja dan Pelaksana KTM Air Terang dibuat berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kelompok Kerja dan Pelaksana KTM Air Terang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIN

RENCANA PENGEMBAI\IGAIY USAHA

Pesal 12

Rencana pengembangan usaha KTM Air Terang terdiri dari:

. a. Rencana pengembangan budidaya tanaman unggulan;

b. Rencana kemitaan;

c. Rencana pengembangan kelembagaan keuangan dan permodalan;

d. Rencanapengembangan pascapaner dan agroindusui;

Pasal 13

(l) Rencana pengembangan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 hunrf a" sebagai berikut:

u Pengembangan rencana pada subsistern input dikelola oleh pengusaha, karena terkait dengan

kegiaun:

l. Penyediaan benih unggul;

2. Penyediaan pupuk dan Pestisida;

3. Penyediaan pakan tsrnak;

4. Penyediaan alsinta.

b. Pengembangan perencanaan pada subsistem usaha tani dikelola oleh Petani/tr(LP, Tani karena

terkait dengan kegiaun pasca usaha uni yakni:

l. Pengolahan lahan;

2. Pengolahan benih unggul;

3. Pemupukan yang teratur;

4. Pengairan;

5. Pengendalian hama dan penyakit.

(2) Rencana peugembaugan keminaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b, meliputi

sebagai berikut:
8



Pelaksanaan kemitraan antar petani dan pengusaha harus menerapkan 3 prinsip yaknil

1. Prinsip saling membutuhkan;

2. Prinsip srling memPerkuat;

3. Pdnsip saling menguntuugkan

peani yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari

pengusaha dalam bidary:

l. Pemasaran (informasi Pasar, pengembangan jaringan usahg bantuan promosr'

identifikasi pasar dan prilaku konsumeq peningkatan mutu produk dan rilai tambah

kemasan);

2. pembinaan dafl pengembangan sumber daya ffaflusia dengan pendidikan latibarl magang'

shrdi banding, dan ko-n sultasl;

3. Peffrodalan;

4. Manajeman;

5. Teknologi (alih teknologi, pengadaan safina dan prasaran4 Kontol kualit€ls, peningkatar

efisiensi).

(3) Rencana pengembatrgan kelembagaau keuangan dan permodalan sebagaimana diffakqud pada

pasal 12 huruf c, kelompok harus berbadan hukum dan kelompok yang dibentuk harus memenuhi

komponen dasar untuk mencipraka[ kernandidan dao menjadi dasar orientasi dalam

pemberdayaan kelomPok Yaitu:

a. Orgadsasi;

b. Kegiatan Usaha;

c. Permodalan:

d. Kerjasama.

(4) Rencana p€nge6batrgan Pasca Panen dan Agroindusui sebagaimana dimaksud pada Pasal 12

hurufd yaitu:

a. Kegiataufermentasi;

b. Pembuatan lokasi pabrik;

c. Pengadaan alat-alat (mesin) dengan klpasius 500 ton/hari (tetgolong skala kecil);

d. Pembuatan gudang pemmpungan bahan baku dan bahan setengah jadi dan jadi.

BAB D(

DI]KTJNGAI\I DANA

Pasal 14

(1) Dana pembangunan dan pengembangan KTM Air Terang Kabupaten Buol berasal dari

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUIVOI)

dan Bad8tr Us$a Milik Daerah @UMD) setta Dnnia Usabe

(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berasal dari sumber lain yang sah

datr tidakmengikat.
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BAB X

PEN GAWASAI\I DAI\[ PENGENDALIAN

Pasal 15

(1) Pengawasan atas pelaksaffun Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)

Air Terang dilakukan oleh Pengawas Intemal dan Ekstemal Serta Pengawasan Masyarakat.

(2) Pengendatian atas pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTlvQ

Air Terang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kelompok Ke{a (POKJA).

BAB )il
KETENTUAN PEI\ruTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengeoai teknis pelaksanaannya

akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Buol.

Pasal 17

Persturar Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetatruinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatantrya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan
padatenggal

di Buol
15 Juni 2009

Diundangkandi
padatanggal 15 J

*T*

LEMBARAN DAERAH KABTIPATEN BUOL

TAHT'N 2OO9 NOMOR 02

MACHMTJD BACT'LU
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